
BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja, pelayanan,
profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam
pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati, perlu adanya acuan dan pendekatan
khusus dengan memperhatikan karakteristik dan

kebutuhan hukum masyarakat;
b.

с.

d.

bahwa untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati di Kabupaten Tasikmalaya, diperlukan
pengaturan yang memberikan kepastian dan landasan
hukum agar pelaksanaan tugas lebih terstruktur dan
terarah;

bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf a Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non-
yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau
Perkada;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengawasan dan
Penertiban terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Mengingat: 1.
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2.

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negarа

Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6205);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2021

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6681);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 548);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3

Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014
Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12
Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan
Lembaran Daerah Kaupaten Tasikmalaya Tahun 2022
Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025 Nomor 1);

21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021 Nomor 119);

22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Non Perizinan (Berita Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 128).

23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2022
tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 18).






























































